BUPATI BOMBAHA
 PROVINS! SULAWESI TENGGARA

' PERATURAN BUPATI BOMBANA
| NOMOR:5 TAHUN 2018
| TENTANG
KSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 ’t‘AHIJH 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK
!

nmm RAHMAT ‘#tnml YANG MAHA ESA

| numrq BOMBANA,

Menimbang : | a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak di
Kabupaten Bombana maka perlu diatur dalam
.| Peraturan BU.]:]ﬂti
! b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
| | dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
. | Bombana t:ntang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
| Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penertiban Ternak.
Mengingat : 1. Undang- Undaj:lg Nomor 29 Tahun 2003 tentang
| Pembentukan | Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
.| Sulawesi Tcnggara (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
| 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
| | Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
.| Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
. | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
| 3| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
| | Pembentukan | Peraturan Perundang-Undangan
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
| | Indonesia Nomor 5234);
‘4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kpdua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
. | Negara Repu Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
| Tambahan Lembaran Hega.ra Republik Indonesia Nﬂ7

5679);




- §. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
| Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Metaten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
| Pamong Praja;j

|7, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
' 2016 tr:ntang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah
| Kabupaten qubana Tahun 2016 Nomor 3);

53.' Peraturan Eqpatl Bombana Nomor 47 Tahun 2016
! tentang Keduﬁukan Susunan Organisasi, Tugas dan
' Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
| Kabupaten Bombana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun
1 2017 tentang Penertihan Ternak;

tn

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HERALTURAN BUPAT: BOMBANA TENTANG PETUNJUK
éHEL&KSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
' BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
' PENERTIBAN TERNAK

| BAB I

5 KETENTUAN UMUM

I Pasal 1

Dalam Feratlirq'n Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Bupati adalah Bupati Bombﬂna

3. Pemerintah Daemh adalah |Bupat1 Bombana dan Perangkat Daerah
sebagajmami unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Penertiban p.dalah upaya j{ang dilakukan untuk mengawasi dan
memelihara | ten'iak secara intensif agar tercipta keamanan dan
ketertlban d 1 gangguan he#.ran ternak yang berkeliaran.

5. Operasi pén rtiban yang selanjutnya disebut operasi penegakan perda
yang dil oleh Petugas penertiban secara terpadu dan atau
sistim perad lan di tempat.

6. Petunjuk | pelaksanaan adalah norma yang digunakan sebagai
pedoman y g harus dltaatllnl:h anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dan petuga penertiban dplam melaksanakan penertiban ternak,
sesuai den standar operasional prosedur, ketentuan peraturan
perundané—l.fndangan, dan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang
berlaku den menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan
sebagai panghasrl pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil
ikutannya yang terkait dengan pertanian.

8. Ternak Bt:ﬂai‘ adalah sapi, kuda, kerbau dan sajemsnya

9, Ternak Kcmlmﬂalah kambing, domba dan sejenisnya.

10. Pemilik tq adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang
secara h dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.

11. Pengembala a dalah orang M memelihara ternak, yang dipelihara
bukan nleh va. ! /

|




12. Tempat PEnggembalaan adqllah suatu lokasi yang telah ditentukan
dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus
sebagai tempat pmggembalﬂzn ternak.

13. Kawasan tanpa ternak adalah lokasi atau kawasan yang dilarang
Entuk mem hhara, mﬂnmemhala dan/atau melepaskan ternak secara

ar

14. Identitas ite ak adalah sebagal bukti sah tanda kepemilikan
ternak yang berisakan identitas pemilik dan hewan ternak.

15. Pemerik Ternak adala_h prosedur tetap yang dilakukan secara
periodik terhadap hewan temak di Kabupaten Bombana yang
dﬂaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

16. Petugas ad Anggota Satpol pp atau Kepala Desa/Lurah beserta
perangkath yang karena tugas dan fungsi atau jabatan ditugaskan
untuk melaksanakan/ mengamankan pelaksanaan penertiban ternak.

17. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin,
mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau
penembaﬂ tTmak yang dl]ﬂlmkan setiap waktu;

j

gi  BABII
T MAKSUD DAN TUJUAN
i | Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum
bagi para pihak dalam peiaksangan penertiban ternak.
| ' Pasal 3

Peraturan Bupa ini bertujuan untuk:

a. memelihara populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan
dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran
secara bebas di Kabupaten Bbmbana

b. mt:nmgkatkﬂn keserasian, keseimbangan, kearifan lokal dan
pemerintahan yang baik; danl

i mﬂnmgkatkap pengawasan, dan menjaga kelestarian lingkungan, serta
mengatasi | gﬁngguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit
hewan ten'.lak'; di Kabupaten P:omhana

’! | BABIII

|| RUANG LINGKUP

' ' Pasal 4

Ruang lmgkup Flcraturan Bupatq ini terdiri dari:

penertiban IJie:nt:ttas ternak;

pencmba:} wasan tanpa t¢rnak

prosedur penertiban ternak;

biaya penangkapan dan uang tebusan;

penanganan hasil penerubaﬂ dan

pengawasan

mo a0 op

BAB IV

. | PENERTIBAN IDENTITAS TERNAK

; asal 5

(1) Setiap hewan  ternak harus memiliki identitas ternak sebagai bukti
kepemilikan.

(2) Ketentuan [dentitas ternak dapat disesuaikan dengan kebiasaan
masyarakat_ dengan memperhatikan kesehatan dan/atau tidak
membuat hewan ternak cacat.

(3) Identitas ternak dapat berupa Kartu hewan ternak sebagai bukti sah
tanda kepemilikan ternak dan/atau terdaftar dalam register ternak ole
Petugas Pet&lrnakan dan/atau Kepala Desa/Lurah. / .




| 'BAB V
. PENERTIBAN KAWASAN TANPA TERNAK
| Pasal 6

(1) Kawasan Tanba Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang
dilarang sel imana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah
Nomor 4 Ta];: 2017 tentang Penertiban Ternak.

(2) Satpol pp;‘]:!eﬂ;‘gas apabila menemukan langsung atau adanya aduan
masyarakat tentang pelanggaran oleh hewan ternak dikawasan tanpa
ternak dapat ﬂﬂakukan penangkapan di tempat.

(3) Aduan masy t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan Eecara langsung dan/atau melalui call Center pada
layanan pqusdduan pelanggaran Peraturan Daerah pada kantor Satuan
Polisi Pamong Praja dan/atau pada kantor Kecamatan.

(4) Satpol pp IL alam melaksanal penertiban kawasan tanpa ternak

membentuk tim reaksi cepat penertiban ternak melalui Keputusan
Kepala Satualq Polisi Pamong Fm_;a Kabupaten Bombana.
. BAB VI
| PROSEDUR PENERTIBAN TERNAK
. Pasal 7

(1) Petugas mf:nemukan langsung atau adanya aduan masyarakat tentang
pelanggaran oleh ternak di wilayah Kabupaten Bombana.

(2) Petugas dapah melakukan penangkapan/penertiban ternak di tempat
apabila thernukan langsung pelanggaran oleh hewan ternak.

(3) Petugas me pemeriksaaan tentang kebenaran laporan
masyarakat | perihal adanya pelanggaran oleh hewan ternak, dan
selanjutnya mﬂlapor kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

(4) Petugas meﬂyﬁpkan admmmimsr, personil dan peralatan penertiban
ternak. I

(5) Pejabat yang iherwmlang atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
mengeluarkan | surat perintah penertiban ternak dan selanjutnya
diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk dilaksanakan.

(6) Waktu p-ela]{sqnaml penertiban pada setiap hari, mulai waktu pagi,
siang dan malam hari.

(7) Petugas yang ;.htun_]uk membuat berita acara penangkapan ternak dan
berita acara sq:rah terima kepﬂda pemerintah setempat sebagal bukti
adanya pelanggar&n

(8) Petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemerintah
setempat dan |men]rampa1kan laporan hasil pelaksanaan penertiban
kepada Kepaja!ﬂatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

i E

. BAB VII
IAYA PENANGKHPAN DAN UANG TEBUSAN
Pasal 8

(1) Biaya penangki
Pasal 24 Pera
dibayarkan sec
kepala Desa/Lu

(2) Kepala desa/I

penerimaan Sa

apan dan uangi. tebusan sebagaimana dimaksud dalam
turan Daerah Nomor 4 tentang Penertiban Ternak,
ara tunai kepada petugas dan/atau masyarakat melalui
irah.

jurah menyetor uang tebusan kepada bendahara
tpol pp untuk disetor ke Kas Daerah dan tidak melalui

bendahara penerimaan Keca.ma‘tan

(3) Kepala Desa/L
tebusan, biaya

uarah  wajib mfr*mhu&t administrasi pembukuan uan
penangkapan dan biaya pemeliharaan.




_; 'BAB VIII
% PENANGANAN HASIL PENERTIBAN
: - Pasal 9
(1) Dalam penanganan hasil i,'ﬂngkapan;"snaan berupa barang bukti
. ternak untuk sementara ditempatkan di kandang
p&nampunga:l sebagaimana vyang diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.

(2) Apabila memiliki bukti yang cukup maka setelah memenuhi segala
kewa_ltbannya] hasil tangkapan,a‘ barang sitaan berupa barang bukt
dikembalikan | kepada pemilik disertai dengan suatu Berita Acara
yang ditanda tangani oleh petugas dan pemilik.

(3) Apabila tqr;]érm kematian = dan/atau kehilangan barang bukti
dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah diberitahukan
kepadanya, sdpcnuhnya menjhdl tanggung jawab pemilik.

(4) Apabila teqadl kematian hewa:n ternak dan/atau kehilangan barang
bukti maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan
membuat Berita Acara Kejadian.

|

i 'BAB IX

| PENGAWASAN

| Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian Kabupal:’nn Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja
dan camat terkait.

(2) Kepala Dinas Pertanian Kahupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong
Praja dan camat terkait meiaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati
secara herkalq

| ‘ EAB X

i KETENTUAN PENUTUP

' Pasa.l 12
Peraturan Bupqti ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bq;}mba_na. |
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